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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN  






The Purpose of this Study were to Describe and analyze the Implementation of Public 
Disclosure Policy in Sigi Regency. This study was a ualitative research using descriptive analysis, 
i.e. to describe a variety conditions, situations, phenomena, and realities of a research object. 
Inthis study, the researcher would collect data to draw the realities of the implementation of Public 
Disclosure Policy in Sigi Regency as well as to describe the factors supporting and inhibiting the 
implementation process. Data collection techniques used were interviews, observation, and 
documentary study. Based on the analysis of the research results, it could be concluded that the 
Implementation of Public Disclosure Policy in Sigi Regency had not been maximized. From the 
Grindle’s nine indicators influencing policy implementation, there were still four variables that 
had not been implemented, while the other fife variables had been implemented. On the variable o 
policy contents, from the six indicators, there were still three variables that had not been 
implemented, namely (1) target group interest; (2) benefit types; and (3) decision making location. 
While the three other indicators that had been implemented were (1) desired change degree; (2) 
program implementation; and (3) resource involved. Furthermore, in the variable of policy 
contents consisting of three indicators, there was still one indicator that had not been implemented, 
namely the power, interests, and strategies of the actors involved. Meanwhile, two other indicators 
had been implemented, namely (1) institutions and authorities characteristics; and (2) compliance 
and responsiveness. 
Keywords: Implementation, Public Disclosure, Sigi Regency. 
 
Kabupaten Sigi merupakan salah satu 
daerah yang wajib mengimplementasikan 
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. Kewajiban ini 
menuntut tanggung jawab serta kerjasama 
yang baik dari Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Sigi. 
PPID yang merupakan pilar utama 
Kabupaten Sigi dalam implementasi 
kebijakan keterbukaan informasi publik 
adalah Humas Sekretariat Daerah Sigi, Dinas 
Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sigi 
dan DPRD Kabupaten Sigi. Ketiga lembaga 
pemerintahan tersebut berperan penting 
dalam implementasi kebijakan keterbukaan 
informasi publik di kabupaten.  
Untuk melayani kebutuhan masyarakat 
akan keterbukaan informasi tersebut, maka 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi 
meluncurkan website www.sigikab.go.id pada 
tahun 2011 yang merupakan website resmi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Tanggal 
1 April 2013 Bupati Sigi mengeluarkan 
Peraturan Bupati Sigi Nomor 14 Tahun 2013 
tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi 
dan Informasi Hukum Daerah Kabupaten 
Sigi dan pada tanggal 11 Agustus 2015 
Pemerintah Daerah meresmikan Tim Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
Daerah (PPID) Kabupaten Sigi. Beberapa hal 
tersebut adalah bentuk dari upaya pemerintah 
Kabupaten Sigi untuk mengimplementasikan 
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 
Tentang Keterbukaan Informasi Publik.   
Namun sebagai daerah kabupaten baru 
yang masih dalam tahap perkembangan, 
masih terdapat banyak keterbatasan sumber 
daya dan faktor pendukung lainnya untuk 
proses implementasi kebijakan keterbukaan 
informasi publik. Akan tetapi dalam situasi 
ini pemerintah daerah sudah berupaya 
mencapai ekspektasi akan keberhasilan 
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implementasi Undang-Undang Keterbukaan 
Informasi Publik di daerah kabupaten Sigi. 
Pemerintah melalui PPID telah berupaya 
menyalurkan informasi kepada pengguna dan 
pemohon informasi, namun memang pada 
kenyataannya masih menemui kendala di 
lapangan. Kondisi ini menghadirkan situasi 
problematik bagi pemerintah yang 
merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi. Dari  hasil observasi awal 
yang dilakukan oleh peneliti di Kantor 
Sekertariat Daerah Kabupaten Sigi, 
khususnya di Bagian Administrasi Humas, 
peneliti menemukan beberapa masalah 
faktual  dalam  implementasi Undang-undang 
Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten 
Sigi yaitu: (1) keterbatasan Sumber Daya 
Manusia yang bertugas menjadi Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) di setiap badan publik; (2) kesiapan 
alat penunjang teknologi seperti software, 
hardware, dan fasilitas pendukung lainnya 
yang masih kurang. Wawancara awal dengan 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi 
juga menunjukkan bahwa masih terdapat 
banyak kendala yang ditemui dalam 
implementasi kebijakan keterbukaan 
informasi publik di daerah Kabupaten Sigi.  
Selanjutnya masih berkaitan dengan 
keterbukaan informasi publik,  untuk 
mengukur keberhasilan suatu proses 
implementasi kabijakan, maka Grindle 
(2014)  mengemukakan 2 dua variabel besar 
yang dapat dijadikan alat ukur, yakni isi 
kebijakan dan lingkungan implementasi. Isi 
kebijakan mencakup: (1) sejauh mana 
kepentingan kelompok sasaran atau target 
groups termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis 
manfaat yang diterima oleh kelompok 
sasaran; (3) sejauh mana perubahan yang 
diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah 
letak pengambilan keputusan sudah tepat; (5) 
apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan 
implementatornya dengan rinci, dan (6) 
apakah sebuah kebijakan didukung oleh 
sumber daya yang memadai. Sedangkan 
lingkungan implementasi mencakup: (1) 
seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan 
strategi yang dimiliki oleh para aktor yang 
terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) 
karakteristik institusi dan rezim yang sedang 
berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan 
responsivitas kelompok sasaran.  
Berdasarkan teori Grindle tersebut, dan 
melihat hasil observasi serta wawancara awal  
peneliti terhadap proses implementasi maka 
ditemukan bahwa proses implementasi 
kebijakan keterbukaan informasi publik di 
kabupaten Sigi belum efektif. Ketidak 
efektifan proses implementasi kebijakan 
keterbukaan informasi publik tersebut dapat 
dilihat dari beberapa hal, yaitu masih banyak 
masyarakat yang mengeluh tentang hak 
mereka untuk memperoleh informasi, 
diantaranya keterlambatan informasi yang 
mereka terima, ketidakjelasan informasi yang 
diterima, bahkan transparansi terhadap 
prosedur penerimaannya juga yang kurang 
jelas. Di satu pihak, masyarakat sebagai 
penerima informasi yang mengharapkan 
informasi diterima dengan jelas dan tepat 
waktu akan melihat sisi kelemahan 
pemerintah daerah sebagai Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi, namun di sisi 
lain hal tersebut tidak terjadi dengan sengaja, 
karena penyaluran informasi juga 
membutuhkan banyak faktor pendukung agar 
berhasil. Hal ini berkaitan dengan poin 1 dan 
3 pada variabel isi kebijakan yaitu  
kepentingan kelompok sasaran dan derajat 
perubahan yang diinginkan. 
Selain itu sumber daya dan fasilitas 
yang kurang memadai merupakan masalah 
yang di kemukakan Grindle pada bagian isi 
kebijakan yang akan menunjang proses 
implementasi kebijakan. Namun pada 
kenyataannya, masih terdapat keterbatasan 
fasilitas dan sumber daya pada bagian Humas 
Sekda Kabupaten Sigi yang menjadi salah 
satu pilar utama implementator kebijakan. 
Masalah yang ditemukan ini 
merupakan merupakan suatu fenomena 
empirik yang terjadi kabupaten Sigi dan 
menarik perhatian peneliti karena dari hal ini 
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terlihat jelas terjadi antara kesenjangan antara 
harapan dan kenyataan yang kemudian 
menjadi masalah proses implementasi 
kebijakan keterbukaan informasi publik di 
kabupaten Sigi. Dan bagi peneliti sangatlah 
penting melakukan penelitian terhadap 
masalah ini agar dapat mengetahui secara 
jelas proses implementasi kebijakan 
keterbukaan informasi publik di Kabupaten 
Sigi yang kemudian hasil penelitian ini dapat 
digunakan sebagai bahan evaluasi dan 
pembenahan sistem serta faktor lainnya yang 
dianggap urgen demi percepatan 
pengembangan daerah Kabupaten Sigi 
menuju good governance. 
Oleh sebab itu untuk memperoleh 
informasi yang akurat lebih mendalam  
tentang proses implementasi kebijakan 
keterbukaan informasi publik di Kabupaten 
Sigi dan untuk menemukan penyebab atau 
pendukung terjadinya situasi tersebut serta 
menghasilkan suatu rekomendasi atau saran 
demi keefektifan proses implementasi 
kebijakan keterbukaan informasi publik di 
Kabupaten Sigi maka peneliti tertarik 
melakukan penelitian ini dengan judul 
“Implementasi Kebijakan Keterbukaan 
Informasi Publik Di Kabupaten Sigi.” 
Sesuai dengan latar belakang masalah 
di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: bagaimana 
implementasi kebijakan Keterbukaan 
Informasi Publik di Kabupaten Sigi? Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
dan menganalisis implementasi kebijakan 
Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten 
Sigi. 
Manfaat yang diharapkan dari 
penelitian ini adalah: (1) secara akademik 
diharapkan dapat dijadikan referensi atau 
masukan bagi perkembangan ilmu 
adminsitrasi publik serta memperkaya 
wawasan implementasi kebijakan 
keterbukaan informasi publik; (2) Kegunaan 
praktis diharapkan dapat dijadikan bahan 
informasi dan evaluasi di Daerah Kabupaten 
Sigi dalam mewujudkan keterbukaan 
informasi publik dan hal lain yang terkait 
dengan implementasi kebijakan pemerintah. 
 
METODE 
Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian kualitatif dengan menggunakan 
analisis deskriptif yaitu menggambarkan 
berbagai kondisi, situasi, fenomena dan 
realitas suatu objek penelitian. Berdasarkan 
latar belakang masalah, maka peneliti akan 
mengumpulkan data untuk menarik realitas-
realitas mengenai implementasi kebijakan 
keterbukaan informasi publik pada daerah 
Kabupaten Sigi serta mendeskrispsikan 
faktor-faktor pendukung dan penghambat 
proses implementasinya.  
Data dalam penelitian ini diambil dan 
dikumpulkan melalui tiga cara yaitu 
wawancara, observasi dan studi dokumen. 
Wawancara dilakukan untuk menggali data 
langsung dari informan melalui proses tanya 
jawab tentang implementasi kebijakan 
keterbukaan informasi publik di daerah 
Kabupaten Sigi. Wawancara dilakukan 
terhadap informan yang telah ditentukan 
sesuai dengan kebutuhan data penelitian. 
Observasi dilakukan terhadap pihak-pihak 
yang terlibat langsung dalam proses 
implementasi kebijakan keterbukaan 
informasi di daerah Kabupaten Sigi. Studi 
Dokumen dilakukan untuk menunjang 
keabsahan data yang diperoleh melalui 
wawancara dan observasi. Studi dokumen 
merupakan proses pengumpulan data melalui 
pengkajian dokumen terkait dengan 
implementasi kebijakan keterbukaan 
informasi publik di daerah Kabupaten Sigi.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian merupakan deskripsi 
hasil pengumpulan data terhadap dua 
variabel besar yang mempengaruhi kebijakan 
Keterbukaan Informasi Publik menurut 
Merilee. S. Grindle. Dua variabel tersebut 
diuraikan ke dalam indikator-indikator yang 
digunakan untuk melihat bagaimana proses 
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implementasi kebijakan Keterbukaan 
Informasi Publik di Kabupaten Sigi. 
Berdasarkan variabel dan indikator 
yang dikamsud maka diuraikan hasil 
penelitian sebagai berikut. Variabel isi 
kebijakan yaitu: (1) indikator kepentingan 
kelompok sasaran menunjukkan  bahwa 
implementasi kebijakan Keterbukaan 
Informasi Publik di Kabupaten Sigi tidak 
dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau 
kelompok tetapi sudah sesuai dengan 
prosedur UU No. 14 Tahun 2008; (2) 
indikator tipe manfaat menunjukkan bahwa 
implementasi kebijakan Keterbukaan 
Informasi Publik memberikan sangat 
bermanfaat baik bagi Pemerintah maupun 
anggota masyarakat di Kabupaten Sigi; (3) 
indikator derajat perubahan yang diinginkan 
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 
keterbukaan informasi publik di Kabupaten 
Sigi telah membawa perubahan baik terhadap 
keterbukaan informasi publik tetapi belum 
sesuai dengan harapan; (4) indikator letak 
pengambilan keputusan menunjukkan bahwa 
pengambilan keputusan dalam implementasi 
keterbukaan informasi publik di Kabupaten 
Sigi sudah tepatt; (5) indikator pelaksanaan 
program menunjukkan bahwa proses 
implementasi kebijakan Keterbukaan 
Informasi Publik di Kabupaten Sigi sudah 
berjalan namun belum sesuai harapan. Hal 
tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya 
faktor penghambat implementasi kebijakan 
yang dimaksud; (6) indikator sumber daya 
yang dilibatkan menunjukkan bahwa 
Implementasi kebijakan Keterbukaan 
Informasi Publik di Kabupaten Sigi belum 
didukung oleh sumber daya yang memadai.  
Selanjutnya, hasil penelitian pada 
variabel lingkungan implementasi adalah 
sebagai berikut. (1) indikator kekuasaan, 
kepentingan dan strategi aktor yang terlibat 
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 
Keterbukaan Informasi publik di Kabupaten 
Sigi belum berhasil karena fungsi control dari 
Pemerintah belum berjalan dengan baik; (2) 
indikator Karakteristik lembaga dan 
penguasa serta indikator kepatuhan dan daya 
tanggap menunjukkan keberhasilan 
implementasi karena unsur lembaga serta 
PPID sangat mendukung implementasi 
kebijakan yang dimaksud.  
Pada variabel isi kebijakan yang terdiri 
dari enam indikator, ada tiga indikator yang 
sudah menunjukkan berhasil implementasi 
yaitu (1) kepentingan kelompok sasaran; (2) 
tipe manfaat; dan (3) letak pengambilan 
keputusan sedangkan ada  empat indikator 
yang belum belum berhasil yaitu (1) derajat 
perubahan yang diinginkan; (2) pelaksanaan 
program; (3) sumber daya yang dilibatkan. 
Ini berarti bahwa pada variabel isi kebijakan 
proses implementasi kebijakan Keterbukaan 
Informasi Publik belum menunjukkan 
keberhasilan. Karena hanya dua indikator 
yang tercapai sedangkan empat indikator 
lainnya bahkan yang dianggap paling urgen 
dalam implementasi kebijakan belum 
tercapai.  
Selanjutnya pada variabel lingkungan 
implementasi yang terdiri dari tiga indikator, 
ada dua indikator yang sudah berhasil yaitu: 
(1) karakteristik lembaga dan penguasa; (2) 
kepatuhan dan daya tanggap. Sedangkan 
indikator yang belum berhasil adalah 
kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor 
yang terlibat. Ini berarti bahwa pada variabel 
lingkungan proses implementasi kebijakan 
Keterbukaan Informasi Publik juga belum 
menunjukkan keberhasilan implementasi.  
Ketiga indikator yang berhasil pada 
variabel Isi kebijakan menunjukkan bahwa 
kepentingan kelompok sasaran yang menjadi 
prioritas merupakan dukungan penting untuk 
mengimplementasikan suatu kebijakan secara 
khusus kebijakan Keterbukaan Informasi 
publik yang ada di kabupaten Sigi. 
Selanjutnya implementasi kebijakan tersebut 
juga telah memberikan manfaat yang baik 
terhadap upaya pemerintah mewujudkan 
good governance di Kabupaten Sigi. Hal ini 
sejalan dengan pendapat Gernandes (2014: 
23) yang menyatakan bahwa suatu kebijakan 
harus terdapat beberapa jenis manfaat yang 
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menunjukkan dampak positif yang dihasilkan 
oleh pengimplementasian kebijakan yang 
hendak dilaksanakan. Pada indikator 
berikutnya yang telah berhasil diterapkan 
adalah letak pengambilan keputusan yang 
sudah tepat oleh pejabat berwenang sesuai 
jenis informasi atau jenis pengaduan yang 
disampaikan kepada PPID. Hal ini terjadi 
oleh karena adanya kerjasama yang baik serta 
koordinasi antara pegawai atau pejabat yang 
berwenang dalam jalur koordinasi pada 
lembaga pemerintahan.  
Sedangkan tiga indikator  yang belum 
berhasil pada variabel isi kebijakan justru 
merupakan hal yangdianggap paling urgen 
dalam proses implementasi suatu kebijakan. 
Derajat perubahan yang diinginkan memang 
sudah mulai berubah atau bergerak ke arah 
positif namun perubahan tersebut belum 
sesuai harapan Pemerintah dan masyarakat 
serta belum sesuai tuntutan UU no. 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
Indikator selanjutnya adalah pelaksanaan 
program ternyata belum dapat dikategorikan 
berhasil atau terlaksana dengan maksimal 
karena ternyata upaya Pemerintah belum 
maksimal dalam implementasi kebijakan 
yang dimaksud sehingga mengakibatkan 
banyaknya faktor penghambat dalam proses 
implementasi kebijakan Keterbukaan 
Informasi Publik di Kabupaten Sigi. 
Beberapa faktor penghambat yang ditemukan 
peneliti tersebut adalah (1) belum adanya 
perda dan juknis terkait implementasi 
Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten 
Sigi; (2) sarana dan prasarana pendukung 
(ruangan, komputer, koneksi internet, 
website) yang belum memadai; (3) sumber 
daya manusia yang belum disiapkan oleh 
pihak pemerintah;  (4) PPID yang belum 
aktif melaksanakan tugasnya; (4) belum 
adanya sosialisasi dari pihak pemerintah 
kepada publik; (5) Bimtek untuk PPID yang 
belum pernah dilaksanakan di kabupaten 
Sigi; (6) persepsi akan pentingnya 
Implementasi Kebijakan KIP yang masih 
kurang; (7) komunikasi antara PPID Utama 
dan PPID Pembantu yang masih kurang; (8) 
fungsi kontrol pemerintah daerah terhadap 
keaktifan PPID Pembantu juga masih kurang; 
(9) pemahaman akan UU no. 14 Tahun 2008 
masih kurang; (10) pemahaman masyarakat 
tentang prosedur permohonan informasi juga 
masih kurang. Indikator yang belum berhasil 
berikutnya pada variabel isi kebijakan adalah 
sumber daya yang dilibatkan. 
Ketidakmaksimalan implementasi pada 
indikator ini ditunjukkan dengan adanya 
ketidakaktifan PPID Pembantu yang telah 
dibentuk Pemerintah sesuai dengan SOP 
PPID. Penyebab PPID Pembantu belum aktif 
menjalankan tugas adalah karena sarana dan 
prasaran yang belum memadai serta 
pemahaman akan tugas pokok dan fungsinya 
masing-masing masih kurang. Pemahaman 
kurang akan tupoksi disebabkan karena 
belum adanya Bimtek atau pelatihan 
persiapan kepada PPID Pembantu serta 
sosialisasi tentang UU No. 14 Tahun 2008 
Tetang Keterbukaan Informasi Publik. 
Variabel besar kedua yang 
mempengaruhi implementasi suatu kebijakan 
adalah lingkungan implementasi. Pada 
variabel ini dari tiga indikator ada dua 
indikator yang sudah berhasil yaitu 
karakteristrik lembaga dan penguasa, serta 
kepatuhan dan daya tanggap. Keberhasilan 
implementasi kebijakan pada kedua indikator 
ini didukung oleh motivasi serta loyalitas 
pegawai atau unsur lembaga yang terlibat 
dalam implementasi kebijakan Keterbukaan 
Informasi Publik di Kabupaten Sigi.  
Sedangkan satu indikator lain yang 
belum menunjukkan keberhasilan suatu 
implementasi kebijakan Keterbukaan 
Informasi Publik di Kabupaten Sigi adalah 
kekuasaan dan strategi aktor terlibat. Pada 
indikator ini pihak yang berwenang memang 
sudah melaksanakan tugasnya namun proses 
implementasi kebijakan yang dimaksud 
belum maksimal karena belum didukung oleh 
sarana dan prasarana yang memadai serta 
SDM yang siap dan kompeten.  Berkaitan 
dengan hal tersebut juga ternyata masih pihak 
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Pemerintah sebagai pejabat yang berwenang 
belum menjalankan fungsi kontrol dengan 
baik, akibatnya segala kekurangan belum 
dapat dibenahi sampai sekarang dan 
tantangan dalam proses implementasi 
kebijakan yang dimaksud belum dapat 
diatasi. 
Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa implementasi kebijakan Keterbukaan 
Informasi Publik di Kabupaten Sigi belum 
maksimal karena dari sembilan indikator 
masih terdapat empat indikator yang belum 
tercapai sementara menurut Merilee. S. 
Grindle keberhasilan implementasi suatu 
kebijakan dipengaruhi oleh kesembilan 
indikator tersebut. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan analisis hasil penelitian 
maka dapat disimpulkan bahwa  
implementasi kebijakan Keterbukaan 
Informasi Publik di Kabupaten Sigi belum 
maksimal. Dari sembilan indikator yang 
mempengaruhi implementasi kebijakan 
menurut Grindle, masih ada empat variabel 
yang belum terlaksana. Sedangkan lima 
variabel lain sudah terlaksana. Pada variabel 
isi kebijakan, dari enam indikator masih ada 
tiga variabel yang belum terlaksana yaitu 1) 
kepentingan kelompok sasaran; dan (2) tipe 
manfaat; dan (3) letak pengambilan 
keputusan. Sedangka tiga indikator lainnya 
sudah terlaksana yaitu (1) derajat perubahan 
yang diinginkan; (2) pelaksanaan program; 
dan (3) sumber daya yang dilibatkan. 
Selanjutnya pada variabel isi kebijakan yang 
terdiri atas tiga indikator masih ada satu 
indikator yang belum terlaksana yaitu 
kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor 
yang terlibat. Sedangkan dua indikator 
lainnya sudah terlaksana yaitu 1) 
karakteristik lembaga dan penguasa; dan (2) 




Dengan mempertimbangkan hasil 
penelitian implementasi kebijakan 
Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten 
Sigi seperti yang telah diuraikan, maka 
dikemukakan beberapa saran untuk 
Pemerintah Kabupaten Sigi agar 
implementasi  kebijakan Keterbukaan 
Informasi Publik di Kabupaten Sigi tercapai 
maksimal, yaitu sebagai berikut. 
1. Pada indikator derajat perubahan yang 
diinginkan, peneliti menyarankan agar 
pihak PPID perlu memahami Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan Informasi Publik di 
Kabupaten Sigi yang didalamnya tertuang 
tujuan implementasi kebijakan sehingga 
pemerintah memiliki target yang jelas 
untuk dicapai dan derajat perubahan 
bergerak sesuai harapan. 
2. Pada indikator pelaksanan program ada 
beberapa hal yang disarankan peneliti agar 
implementasi kebijakan keterbukaan 
informasi publik di Kabupaten Sigi 
berjalan dengan baik dan memperoleh 
hasil maksimal yaitu: (a) Pemerintah perlu 
membuat Perda dan Juknis terkait 
implementasi kebijakan Keterbukaan 
Informasi Publik di Kabupaten Sigi; (b) 
Pemerintah perlu melakukan sosialisasi 
tentang implementasi kebijakan 
Keterbukaan Informasi Publik kepada 
pihak PPID utama, PPID pembantu dan 
masyarakat agar setiap PPID mengerti 
tupoksinya serta masyarakat mendapatkan 
informasi yang selayaknya diterima 
dengan cepat dan mudah; (c) Pemerintah 
perlu melengkapi sarana dan prasarana 
pendukung seperti ruangan, komputer, 
koneksi internet, pembuatan websiteuntuk 
mendukung keberhasilan implementasi 
kebijakan Keterbukaan Informasi Publik 
di Kabupaten Sigi; 
3. Pada indikator sumber daya yang 
dilibatkan, peneliti mengemukakan 
beberapa saran untuk Pemerintah 
Kabupaten Sigi yaitu: (a) perlunya 
Arif Ainul Kadoy, Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Sigi....................................160 
 
menyiapkan SDM yang kompeten untuk 
mengaktifkan PPID utama dan pembantu 
melalui bimtek khusus PPID. Dengan 
Bimtek tersebut diharapakan setiap PPID 
memperoleh pemahaman yaang benar 
tentang keterbukaan informasi publik serta 
paham akan tupoksinya masing-masing. 
Hasilnya juga diharapkan berimplikasi 
pada kinerja yang baik dari PPID. 
4. Pada indikator Kekuasaan, kepentingan 
dan strategi aktor yang terlibat, peneliti 
menyarankan kepada Pemerintah agar 
menjalankan fungsi kontrol dengan baik 
terhadap implementasi 
kebijakanimplementasi kebijakan 
Keterbukaan Informasi Publik di 
Kabupaten Sigi. Dengan aktif dan 
teraturnya kontrol Pemerintah akan 
membantu kemaksimalan implementasi 
kebijakan yang dimaksud. 
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